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PUTUSAN
Nomor : 260/Pdt.G/2021/PA.Pst

Pz 30 555 500 ol pls
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Pengadilan
Agama Pematangsiantar, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, lahir di Bandar tanggal 4 Februari 1997, Agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota

Pematangsiantar, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Tergugat, lahir di Dolok Ulu tanggal 7 Oktober 1989, Agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
Kabupaten Simalungun, Sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 23 Juli 2021 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pematangsiantar tanggal 06 Desember 2021 dalam register perkara
gugatan Nomor: 260/Pdt.G/2021/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita
dan petitum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah
menikah pada tanggal 9 Maret 2014, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor 50/05/111/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara
tertanggal 10 Maret 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar
selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal
bersama dikediaman orang tua Tergugat di Simalungun selama 2 tahun,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah
kontrakan di Pematangsiantar selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan
Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di

Pematangsiantar selama 1 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik baik saja, namun pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis
dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan

yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seoarang
suami dan sebagai kepala keluarga yang baik yaitu Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat
dan juga kepada anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat

jarang dan malas bekerja;
4.2 Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dengan orang tua Tergugat, Tergugat sama sekali tidak bekerja
sehingga kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sepenuhnya ditanggung oleh orang tua Tergugat;
4.3 Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau

bekerja dan berusaha untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak

mengindahkan nasehat nasehat dari Penggugat;
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4.4 Bahwa dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat
lah yang harus bekerja membantu orang tua Penggugat berjualan
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan November
2020 terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja dan mencari
pekerjaan namun Tergugat malah mengatakan bahwa Tergugat malas
bergerak untuk mencari pekerjaan dan akhirnya Percekcokan pun tidak
terelakkan lagi, setelah terjadi percekcokan tersebut pada saat Penggugat
bekerja Tergugat malah pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat,
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
yang sampai saat sekarang ini sudah 8 bulan lamanya,;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kerumabh,
dan bahkan Tergugat tidak pernah mau datang untuk melihat anak
Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat juga tidak dapat memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini

sudah 8 bulan;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat

untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan
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mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang

berlaku;
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun
kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya
Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan
Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana
dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah
hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil
gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara
ini;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/05/I11/2014 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota
Pematangsiantar pada tertanggal 10 Maret 2014. Alat bukti tersebut
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan
kemudian diberi tanda (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara
terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. Saksi Pertama, Tempat/ Tanggal Lahir, Pematangsiantar 04 Nopember
1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi
tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

menikah pada tahun 2014,

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama 1 bulan,

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama

dikediaman orang tua Tergugat di Simalungun selama 2 tahun, kemudian

Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan

di Simalungun selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat

pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di

Simalungun selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020

sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;
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- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga
kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
lebih kurang satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Kedua, Tempat/Tanggal Lahir Tambun Nabolon 02 April 2001,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tahun 2014,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama 1 bulan,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama
dikediaman orang tua Tergugat di Simalungun selama 2 tahun, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan
di Pematangsiantar selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan
Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat
di Pematangsiantar selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020
sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga

kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

bulan Nopember tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dan pulang kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan
keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada
berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar;
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Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan
150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg.
jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha
secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada
Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan
mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena
Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana
selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283
R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut
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diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti
surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat
materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut
tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara
ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta
telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisabh;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Hermansyah bin
Supriadi) merupakan saudara sepupu Penggugat, mengetahui perselisihan
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan
saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat sejak tahun 2021 disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat
malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang
belanja kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Nopember tahun 2020
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang
kerumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi
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dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran
dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus
menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Rizka Sabana bin Arianto)
merupakan merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui perselisihan
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan
saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat sejak tahun 2020 disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat
malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang
belanja kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Nopember tahun 2020
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang
kerumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi
dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran
dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus
menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat
hanya sati orang saksi saja yang melihat langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat akan tetapi 2 orang saksi Penggugat tersebut
mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga 2 orang
saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai
ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai
dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah
mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2
orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah
dikonstatir sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah pada bulan Maret tahun 2014;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang tidak berkesudahan (continiu);

4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam
memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
bulan Nopember tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan hingga
saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan
menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang
pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat
sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam
rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah sejak bulan Nopember tahun 2020 dan selama itu pula tidak lagi bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown/broken
home);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama
Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk
mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat
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yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang
sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat
dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat
dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada
harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“
sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut
adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh
karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka
gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

51 Bab s 8353 o5 Jazs L] 1550 15501 B8l 13 w50 515 O E21E Do
PSESEs ST
Ds;’wﬁﬂ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz Il, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

IeVg Y
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Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);
C.
Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz |,
halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut:
bogasl oSG, LI, o logolac] (ne9, Obouaoe yolas 15l
Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.
d.
Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan
Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:
on sl plos ane galoiuss V Loy zoidl sl azg il cassl 3]
Sl gualall po calles Ol lg) sz lagitsle 9 Lan s Lellial
le2llo Lagin TVl po molddl jeg lalges cuinil 1519 aing lgin
Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka
hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.
e.
Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Juz VI, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
oLl guas ¥ iz gl Luio ) uall ol Glaill 5. 0l 2SIl -l
w8Mig Loz ang il
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Terlemahnya Ulama Malikivah memperbolehkan terjadinya perceraian
dengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk
perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi
terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),
sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan
menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

alo Vs as ass i pls &zl skl oplaias o> S¥all pllas Yyl s 23

ole oS 0l oline Jsaiwl OY 2oy é 0o 890 axzgill alayl nrai ez

alasdl zg, olli Ian 5 . a5all Gzl gzl x>

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak
bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan
suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan

dengan rasa keadilan.

f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom
yang berbunyi

aalle uolall ade §llnsd lgzg ) e azg il @, pas il 13]
Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,

maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i di atas,
jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman
(sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai
(mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-
masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang
tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang
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berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya
kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke
hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi
rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi
dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu
perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap kepersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat sejumlah Rp 815.000.00

(Delapan ratus lima belas ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Sri Suryada Br.
Sitorus, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Ade Syafitri, S.Sy. dan M. Rizfan
Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
dto
Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Ade Syafitri, S.Sy. M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Dra. Husnah
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00

2 Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp685.000,00

4 Biaya redaksi Rp 10.000,00

5 Biaya meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp815.000,00

(Delapan ratus lima belas ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



